KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 474.2/77/1983

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG MENGENAI PENOLAKAN/PEMBERIAN IZIN

PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM

LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TK I JAWA TENGAH DAN

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TK II SE JAWA TENGAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
MENIMBANG 1. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, perlu mengatur lebih lanjut wewenang untuk  memberikan atau menolak pemberian izin perkawinan dan perceraian sejiwa dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

2. Bahwa berhubung dengan itu berkehendak memberikan delegasi wewenang kepada Pejabat dalam lingkungan Pemeritah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah untuk menolak dan atau memberikan izin melakukan perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tk I golongan ruang (II/Daerah) kebawah atau yang setingkat dengan itu dalam lingkungan masing-masing;

3. Bahwa para pejabat sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk menerima pemberian delegasi wewenang tersebut.

MENGINGAT    1.   UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

2. UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah;

3. UU No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian;

4. PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

5. PP No. 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Peminadahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMPERHATIKAN :

Surat Edaran Kepala BAKN No 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.
MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN
: Keputusan Gubernur Kepala Daerah ti I Jawa Tengah tentang pendelegasian wewenang mengenai penolakan/pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tk I Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah. 
Pasal  :  1

Memberikan delegasi wewenang kepada pejabat sebagaimana tersebut dalam lajur 2 untuk menolak atau memberikan izin perkawinan dan perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing sebagaimana sebagaimana tersebut dalam lajur 3 lampiran keputusan ini.

Pasal  :  2

Penolakan atau pemberian izin perkawinan dan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah terhadap :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian;

2. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang;

3. Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil;

4. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak dizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal   :  3
Keputusan ini disampaikan kepada Pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk di indahkan dan di laksanakan sebaik-baiknya dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian.

Ditetapkan di
:
SEMARANG

Pada tanggal
:
9 Nopember 1983

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

ttd.

ISMAIL

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

2. Kepala BAKN di Jakarta;

3. Kepala Kantor Wilayah I BAKN di Jogjakarta;

4. Semua Pembantu Gubernur se Jawa Tengah;

5. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah;

6. Kepala ITWIL Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

7. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Tengah;

8. Semua Kepala Dinas/Satuan Khusus Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

9. Semua Ketua Pengadilan Negeri se Jawa Tengah;

10. Semua Ketua Pengadilan Agama Kabupaten/Kotamadya se Jawa Tengah;

11. Semua Kepala Biro pada Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

12. Pertinggal.

Untuk salinan yang syah

Sesuai dengna aslinya
Yang menyalin,

Kepala Biro Kepegawaian 

Drs. SARDJONO,

NIP. 500.034.346
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 474.2/77/1983

TANGGAL : 9 NOPEMBER 1983

………………………………………………………….

	NO.
	Pejabat

Yang diberi delegasi wewenang
	Terhadap

Pegawai Negeri Sipil 
	Keterangan

	1
	2
	3
	4

	1.
	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
	PNS Gol/ruang II/d ke bawah dan terhadap karyawa/karyawati lainnya
	Yang bekerja pada Kantor Sekretariat Wilayah/Daerah TK I Jawa Tengah dan Sekretariat DPRD Prop. Dati I Jateng.

	2.
	Pembantu Gubernur Jawa Tengah 
	sda
	Yang bekerja pada kantor Pembantu Gubernur di lingkungannya masing-masing.

	3.
	Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
	sda
	Yang bekerja pada Kantor BAPPEDA Prop. Dati I Jateng.

	4.
	Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
	sda
	Yang bekerja pada Kantor Inspektorat Wilayah Prop. Dati I Jateng.

	5.
	Kepala Dinas Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
	sda
	Yang bekerja pada Kantor Dinas TK I dan yang ada di Daerah di lingkungannya masing-masing 

	6.
	Kepala Satuan khusus Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
	sda
	Yang bekerja di Kantor Satauan khusus TK I dan yang ada di Daerah di lingkungannya masing-masing 

	7.
	Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
	sda
	Yang bekerja dalam lingkungan Daerah TK II masing-masing 


UNTUK SALINAN YANG SAH






GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

SESUAI DENGAN ASLINYA








JAWA TENGAH

Pj. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN








ttd.














        ISMAIL

Drs. SARDJONO, SH

NIP. 500.034.346
